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[bookmark: _Toc240534666]A.	Pertanggungjawaban Pidana
1. 	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dikenai sanksi atas perbuatannya. Dalam hukum Indonesia, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kelalaian. Seseorang dianggap bertanggung jawab jika ia mampu memahami akibat dari perbuatannya dan mampu mengendalikan kehendaknya. Konsep ini sejalan dengan asas geen straf zonder schuld yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana menjadi elemen penting dalam menilai keabsahan pemidanaan suatu tindak pidana.[footnoteRef:1] [1:  Andi Prasetyo, Konsep Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Pustaka Hukum, 2018), hlm. 40.] 

Pertanggungjawaban pidana memerlukan terpenuhinya unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan kesadaran penuh. Pelaku biasanya bertindak secara sadar untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Perbuatan yang mengandung niat jahat atau mens rea memperkuat unsur pertanggungjawaban pidana. Hal ini menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menetapkan pelaku sebagai pihak yang dapat dihukum. Dengan demikian, unsur kesengajaan memiliki peran besar dalam membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana.[footnoteRef:2] [2:  Lilis Ramadhani, Unsur Kesalahan dalam Hukum Pidana, (Bandung: Setia Karya Press, 2020), hlm. 55.] 

Dalam perspektif yuridis, pertanggungjawaban pidana juga melihat kemampuan bertanggung jawab yang dimiliki oleh pelaku. Kemampuan ini mencakup kesehatan mental, kecerdasan, dan pemahaman terhadap norma hukum. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena tidak memiliki kemampuan memahami perbuatannya. KUHP mengatur pengecualian ini dalam Pasal 44 terkait gangguan jiwa. Oleh sebab itu, pemeriksaan kondisi psikologis pelaku sering menjadi bagian dari proses penyidikan.[footnoteRef:3] [3:  Junaidi Harahap, Kemampuan Bertanggung Jawab dalam Hukum Pidana, (Medan: Serambi Ilmu, 2017), hlm. 62.] 

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana terorganisir lebih kompleks karena melibatkan banyak pihak. Setiap pelaku dapat memiliki peran berbeda dalam rangkaian kejahatan, sehingga pertanggungjawaban pidana juga dibedakan berdasarkan tingkat kontribusi masing-masing. Pelaku dapat dikategorikan sebagai pelaku utama, pembantu, perantara, atau pemberi fasilitas.[footnoteRef:4] [4:  Rudi Santoso, Hukum Pidana Khusus, (Yogyakarta: Lentera Keadilan, 2019), hlm. 91.] 

Pertanggungjawaban pidana juga mencakup bentuk penyertaan atau deelneming, yaitu keadaan ketika beberapa orang melakukan tindak pidana secara bersama-sama. KUHP mengatur penyertaan dalam Pasal 55 dan 56 yang mengakui peran-peran berbeda dalam suatu tindak pidana. Dengan ketentuan tersebut, semua pihak yang bekerja sama dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, penyertaan menjadi instrumen penting dalam menjerat jaringan perdagangan bayi.[footnoteRef:5] [5:  M. Hasyim. Penyertaan dalam Tindak Pidana. Surabaya: Cahaya Bina Ilmu, 2016, hal. 74.] 

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, penting pula melihat apakah perbuatan melawan hukum dilakukan secara sengaja atau tidak. Sengaja berarti pelaku mengetahui dan menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Hal ini mempermudah penyidik untuk menetapkan status tersangka. Dengan demikian, unsur kesengajaan menjadi dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana.[footnoteRef:6] [6:  Arman Lubis, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Medan: Pustaka Utama, 2020), hlm. 119.] 

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Asas legalitas menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana atas perbuatan yang diatur dalam undang-undang. Aparat penegak hukum wajib menyesuaikan proses penyidikan dengan ketentuan ini agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi pelaku. Oleh sebab itu, asas legalitas menjadi pedoman utama dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana.[footnoteRef:7] [7:  Dian Safitri. Kesengajaan dan Kelalaian dalam Hukum Pidana. Malang: Citra Mandiri, 2018, hal. 103.] 

Pertanggungjawaban pidana juga dipengaruhi oleh motif pelaku dalam melakukan tindak pidana. Namun motif apa pun tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana kecuali diatur sebaliknya dalam undang-undang. Dalam konteks ini, penegak hukum tetap wajib memberikan sanksi sesuai ketentuan yang ada. Dengan demikian, motif hanya menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya sanksi.[footnoteRef:8] [8:  Ibid] 

2.  Dasar Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana
Dasar pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana terletak pada adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku atas suatu tindak pidana. Kesalahan tersebut menjadi titik tolak untuk menentukan apakah negara berwenang menjatuhkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.[footnoteRef:9] [9:  Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), hlm. 84.] 

Sudarto menjelaskan bahwa dasar pemidanaan tidak cukup hanya karena seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, melainkan juga harus ada unsur kesalahan pada diri pelaku. Dengan demikian, hukum pidana tidak menganut asas pertanggungjawaban mutlak, melainkan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan.[footnoteRef:10] [10:  Ibid., hlm. 85.] 

Sejalan dengan itu, Roeslan Saleh menyatakan bahwa seseorang baru dapat dipertanggungjawabkan apabila pada dirinya terdapat keadaan batin tertentu yang menyebabkan perbuatannya patut dicela. Dalam pandangan ini, pertanggungjawaban pidana lahir dari pertemuan antara perbuatan melawan hukum dan keadaan psikis pelaku yang sadar serta normal.[footnoteRef:11] [11:  Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 75.] 

Dasar pertanggungjawaban pidana juga menuntut adanya kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf. Artinya, walaupun perbuatan pidana terbukti terjadi, pidana tidak serta-merta dapat dijatuhkan apabila pelaku ternyata tidak mampu bertanggung jawab atau berada dalam kondisi yang menurut hukum menghapuskan kesalahannya.[footnoteRef:12] [12:  Ibid, hlm. 80] 

Dasar pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana bertumpu pada tiga hal pokok, yaitu adanya tindak pidana, adanya kesalahan, dan adanya kemampuan bertanggung jawab. Ketiga unsur ini menjadi landasan utama untuk menilai pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian secara bersama-sama terhadap becak bermotor dalam penelitian ini.[footnoteRef:13] [13:  Sudarto, Op., Cit., hlm. 88.] 

3. 	Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana memiliki beberapa unsur pokok yang harus dipenuhi secara kumulatif agar seseorang dapat dijatuhi pidana. Unsur-unsur tersebut pada umumnya terdiri atas adanya tindak pidana, adanya kesalahan, adanya kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf yang menghapuskan pidana.[footnoteRef:14] [14:  Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 144.] 

Adami Chazawi menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana pada dasarnya baru dapat dibicarakan setelah terlebih dahulu terbukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Setelah unsur objektif suatu delik terpenuhi, barulah dianalisis unsur subjektif yang melekat pada pelaku, terutama mengenai kesalahan dan pertanggungjawabannya.[footnoteRef:15] [15:  Ibid., hlm. 145.] 

Leden Marpaung berpendapat bahwa unsur pertanggungjawaban pidana tidak hanya bertumpu pada perbuatan melawan hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan pelaku, kemampuan memahami akibat tindakannya, dan kebebasan untuk menentukan kehendaknya. Dengan demikian, unsur subjektif menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemidanaan.[footnoteRef:16] [16:  Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 118.] 

Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut, unsur pertanggungjawaban pidana dapat dirinci menjadi empat hal, yakni adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara sempurna.[footnoteRef:17] [17:  Ibid, hlm. 121] 

Dalam konteks penelitian ini, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menjadi penting untuk menganalisis peran masing-masing pelaku dalam pencurian becak bermotor yang dilakukan secara bersama-sama. Analisis tersebut diperlukan untuk melihat apakah seluruh pelaku benar-benar memenuhi syarat untuk dipidana sesuai dengan peran dan kesalahan masing-masing.
4. Asas Geen Straf Zonder Schuld / Nulla Poena Sine Culpa
Asas geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa mengandung arti bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana modern karena menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya karena telah terjadi suatu akibat yang dilarang, tetapi harus ada kesalahan pada dirinya.[footnoteRef:18] [18:  Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 135.] 

Bambang Poernomo menjelaskan bahwa asas tersebut menempatkan kesalahan sebagai syarat mutlak penjatuhan pidana. Menurutnya, pidana hanya dapat dibenarkan apabila pelaku secara sadar dan dapat dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dinyatakan sebagai tindak pidana.[footnoteRef:19] [19:  ibid., hlm. 136.] 

Teguh Prasetyo juga menegaskan bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan cerminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam hukum pidana. Negara tidak boleh menjatuhkan pidana secara sewenang-wenang tanpa lebih dahulu membuktikan adanya hubungan moral dan psikologis antara pelaku dengan perbuatan pidananya.[footnoteRef:20] [20:  Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 89.] 

Dengan memperhatikan pendapat para ahli tersebut, asas nulla poena sine culpa menegaskan bahwa pemidanaan harus selalu didasarkan pada kesalahan individual. Oleh sebab itu, dalam suatu perkara pidana, pembuktian atas unsur perbuatan saja belum cukup tanpa pembuktian atas unsur kesalahan pelaku.
5 Kemampuan Bertanggung Jawab
Kemampuan bertanggung jawab merupakan keadaan psikis seseorang yang memungkinkan dirinya dinilai layak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam doktrin hukum pidana, kemampuan ini berkaitan dengan kesanggupan untuk memahami makna perbuatan dan mengendalikan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.[footnoteRef:21] [21:  Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 165.] 

Moeljatno menyatakan bahwa seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila ia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta mampu menentukan kehendaknya berdasarkan kesadaran itu. Jika kemampuan tersebut tidak ada, maka pidana tidak dapat dijatuhkan karena syarat subjektif pertanggungjawaban tidak terpenuhi.[footnoteRef:22] [22:  Ibid., hlm. 166.] 

Andi Hamzah menjelaskan bahwa kemampuan bertanggung jawab berkaitan erat dengan kondisi jiwa pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Pelaku yang mengalami gangguan jiwa berat, tidak sadar, atau tidak mempunyai kecakapan psikis yang memadai, pada prinsipnya tidak dapat dipidana sebagaimana pelaku normal lainnya.[footnoteRef:23] [23:  Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 129.] 

Dari kedua pandangan tersebut, tampak bahwa kemampuan bertanggung jawab menjadi filter penting dalam hukum pidana agar pemidanaan hanya dijatuhkan kepada orang yang secara mental layak dicela. Dengan demikian, penegakan hukum pidana tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif bagi pelaku.
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[bookmark: _Toc231843346][bookmark: _Toc240534668]1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian
Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur secara khusus dalam hukum pidana. Pencurian pada dasarnya dipahami sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk menguasai atau memilikinya secara melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian pada pihak yang berhak atas barang tersebut.[footnoteRef:24] [24:  Rudi Santoso, Hukum Pidana Khusus, (Yogyakarta: Lentera Keadilan, 2019), hlm. 91.] 

Menurut Satochid Kartanegara, pencurian merupakan delik terhadap hak milik yang ditandai oleh adanya tindakan mengambil suatu benda dari kekuasaan orang lain tanpa izin dan dengan kehendak untuk menempatkan benda itu ke dalam penguasaan pelaku. Penekanan ini menunjukkan bahwa pencurian tidak hanya dilihat dari tindakan fisik semata, tetapi juga dari maksud batin pelaku terhadap benda tersebut.[footnoteRef:25] [25:  Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua: Delik-Delik Khusus, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998), hlm. 37.] 

Selanjutnya, Tongat menjelaskan bahwa pencurian adalah perbuatan yang menyerang kepentingan hukum berupa penguasaan dan kepemilikan atas benda. Oleh karena itu, unsur “mengambil” dan “maksud memiliki secara melawan hukum” menjadi inti dari delik pencurian, sebab tanpa kedua unsur itu perbuatan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai pencurian menurut hukum pidana.[footnoteRef:26] [26:  Tongat, Hukum Pidana Materiil, (Malang: UMM Press, 2003), hlm. 54.] 

Niniek Suparni berpendapat bahwa pencurian termasuk kejahatan konvensional yang tetap relevan dikaji karena menyangkut perlindungan hak milik sebagai salah satu hak dasar dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi memberikan perlindungan terhadap pemilik barang dari tindakan perampasan atau penguasaan tanpa hak oleh pihak lain.[footnoteRef:27] [27:  Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 88.] 

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang yang berada dalam kekuasaan atau kepemilikan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.[footnoteRef:28] Pengertian ini penting dalam penelitian ini karena becak bermotor sebagai benda bergerak dapat menjadi objek pencurian apabila diambil tanpa hak oleh pelaku. [28:  Frans Maramis, Hukum Pidana Khusus, (Manado: Unsrat Press, 2016), hlm. 42.] 

[bookmark: _Toc231843347][bookmark: _Toc240534669]2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian
Unsur-unsur tindak pidana pencurian dapat diketahui dari rumusan undang-undang yang menempatkan perbuatan mengambil, adanya barang sebagai objek, status barang sebagai milik orang lain, dan adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum sebagai elemen pokok delik pencurian.[footnoteRef:29] Dengan demikian, pembuktian pencurian harus dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh unsur tersebut. [29:  Pasal 362, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.] 

Menurut Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, unsur pertama pencurian adalah adanya perbuatan mengambil, yaitu memindahkan penguasaan nyata suatu benda dari tangan pemilik atau penguasa yang sah ke dalam kekuasaan pelaku. Perbuatan mengambil ini harus dapat dibuktikan melalui fakta bahwa barang tersebut telah lepas dari penguasaan korban dan masuk ke penguasaan pelaku.[footnoteRef:30] [30:  Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 73.] 

Selanjutnya, Nandang Sambas menerangkan bahwa unsur kedua dan ketiga dalam pencurian adalah adanya barang sebagai objek dan barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Artinya, delik pencurian mensyaratkan adanya hubungan hak milik atau setidaknya hak penguasaan yang sah pada pihak lain, sehingga pelaku tidak memiliki dasar hukum untuk mengambil barang tersebut.[footnoteRef:31] [31:  Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 61.] 

Unsur subjektif pencurian terletak pada maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Unsur ini menunjukkan adanya kehendak pelaku untuk menguasai barang itu seperti miliknya sendiri, padahal ia mengetahui bahwa barang tersebut bukan miliknya dan diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum.[footnoteRef:32] [32:  Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 117.] 

Unsur-unsur tindak pidana pencurian terdiri atas adanya tindakan mengambil, adanya barang sebagai objek, status barang sebagai milik orang lain, dan adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Dalam penelitian ini, unsur-unsur tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah pengambilan becak bermotor oleh para pelaku telah memenuhi kualifikasi tindak pidana pencurian.[footnoteRef:33] [33:  Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 96.] 


[bookmark: bookmark27][bookmark: _Toc231843348][bookmark: _Toc240534670]3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP
Jenis-jenis tindak pidana pencurian dalam KUHP menunjukkan bahwa hukum pidana membedakan bentuk pencurian berdasarkan keadaan yang menyertainya. Pengelompokan ini penting karena setiap jenis pencurian memiliki unsur tambahan dan ancaman pidana yang berbeda sesuai dengan tingkat bahayanya.[footnoteRef:34] [34:  Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 214.] 

Pencurian biasa merupakan bentuk dasar dari tindak pidana pencurian yang dirumuskan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Bentuk ini menjadi dasar untuk memahami variasi pencurian lainnya yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan berikutnya.[footnoteRef:35] [35:  Pasal 362, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.] 

Menurut Andi Sofyan dan Nur Azisa, pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk pencurian yang dilakukan dalam situasi tertentu yang oleh pembentuk undang-undang dianggap memperberat sifat perbuatan, misalnya dilakukan pada malam hari, dilakukan dengan bersekutu, atau dilakukan terhadap objek tertentu yang rentan. Karena itu, ancaman pidananya lebih berat dibanding pencurian biasa.[footnoteRef:36] [36:  Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 133.] 

Joko Prabowo menjelaskan bahwa dalam praktik penegakan hukum, klasifikasi jenis pencurian menjadi penting untuk menentukan penerapan pasal yang tepat sejak tahap penyelidikan dan penyidikan. Kesalahan dalam mengklasifikasikan jenis pencurian dapat berpengaruh pada pembuktian unsur, penerapan ancaman pidana, dan arah proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum.[footnoteRef:37] [37:  Joko Prabowo, Penegakan Hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia, (Jakarta: Bhayangkara Press, 2018), hlm. 29.] 

Selain pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan, KUHP juga mengenal pencurian ringan serta bentuk-bentuk khusus lainnya. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai jenis-jenis pencurian dalam KUHP sangat penting dalam penelitian ini untuk menentukan apakah pencurian yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam bentuk pencurian dengan pemberatan.[footnoteRef:38] [38:  Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rengkang Education, 2012), hlm. 98.] 

4. Tindak Pidana Pencurian Secara Bersama-Sama
Pencurian secara bersama-sama adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan adanya kerja sama dalam melaksanakan tindak pidana. Bentuk ini dipandang lebih berbahaya karena menunjukkan adanya kekuatan kolektif, pembagian peran, dan kesatuan kehendak untuk mewujudkan perbuatan pidana.[footnoteRef:39] [39:  P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 588.] 

Menurut M. Hasyim, pencurian secara bersama-sama tidak cukup hanya dibuktikan dengan kehadiran beberapa orang di lokasi kejadian, melainkan harus dibuktikan bahwa masing-masing pelaku memiliki kontribusi nyata dalam pelaksanaan tindak pidana. Kontribusi itu dapat berupa tindakan langsung, bantuan, pengawasan, atau pembagian tugas yang menunjukkan adanya kerja sama.[footnoteRef:40] [40:  M. Hasyim, Penyertaan dalam Tindak Pidana, (Surabaya: Cahaya Bina Ilmu, 2016), hlm. 74.] 

Selanjutnya, Joko Prabowo menjelaskan bahwa dalam penegakan hukum oleh kepolisian, pembuktian terhadap pencurian yang dilakukan secara bersama-sama sangat bergantung pada rekonstruksi peran tiap pelaku. Penyidik harus dapat menguraikan siapa yang merencanakan, siapa yang mengeksekusi, siapa yang membantu, dan bagaimana hubungan kerja sama itu terbentuk dalam satu rangkaian tindak pidana.[footnoteRef:41] [41:  Joko Prabowo, Op., Cit., hlm. 31.] 

Di sisi normatif, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu merupakan keadaan yang memperberat pidana. Selain itu, keterlibatan beberapa orang dalam delik tersebut juga harus dikaitkan dengan ajaran penyertaan agar pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan secara tepat sesuai kedudukan dan peran masing-masing pelaku.[footnoteRef:42] [42:  Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Pasal 55 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.] 

Dalam penelitian ini, kajian tentang pencurian secara bersama-sama sangat penting karena kasus yang diteliti menyangkut becak bermotor yang diduga diambil oleh lebih dari satu pelaku. Oleh sebab itu, analisis terhadap unsur kerja sama, pembagian peran, dan kesadaran bersama menjadi dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku.
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